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ampir dua tahun telah berlalu sejak Undang-
H Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak
(UU TPKS)
disahkan. Pengesahan UU ini merupakan pencapaian
positif dalam upaya menegakkan keadilan gender
adalah isu yang
sangat penting dan harus direspons dengan serius
untuk menjamin pemenuhan hak perempuan. Meski
demikian, implementasi UU TPKS masih menghadapi
berbagai kendala akibat absennya aturan turunan yang
jelas (Sinombor 2023).

Pidana Kekerasan Seksual resmi

di Indonesia. Kekerasan seksual

Berdasarkan data dari Komnas Perempuan (2023),
situasi kekerasan seksual di Indonesia masih cukup
tinggi. Data pengaduan Komnas Perempuan sepanjang
tahun 2022 menunjukkan bahwa kekerasan seksual
merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan
yang paling dominan, dengan 2.228 kasus atau 38,21
persen. bentuk
kekerasan yang paling sering terjadi di ranah publik.
Meskipun ada peningkatan kesadaran dan keberanian
dari korban untuk melaporkan kasus setelah munculnya
kebijakan, seperti UU TPKS, Permendikbud Ristek
Nomor 30 Tahun 2021, dan PMA Nomor 73/2022, tanpa
aturan pelaksanaan yang jelas, kebijakan ini tidak dapat
diimplementasikan secara efektif.

Kekerasan seksual juga menjadi

Sejumlah
kekerasan

sarjana feminis berpendapat bahwa
seksual adalah bagian integral dari
struktur kekuasaan patriarki yang memberikan dan
melanggengkan kekuasaan laki-laki atas perempuan
(Brownmiller dalam Mason 2022). Namun,
umum di pengadilan, media, dan kebijakan sering
kali memandang kekerasan seksual sebagai tindakan
dan tanggung jawab individual. Pendekatan ini
menghasilkan respons yang reaktif dan parsial, tanpa
upaya perubahan yang menyeluruh dan radikal.

narasi

Di Indonesia, normalisasi budaya kekerasan
seksual masih sangat kuat. Pernyataan dari berbagai
perwakilan organisasi masyarakat sipil feminis yang
mendampingi kasus kekerasan seksual di tingkat
akar rumput menunjukkan adanya ketidakpahaman,
ketidakberpihakan, aparat
penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan
seksual. Ketiadaan aturan turunan dari UU TPKS sering
dijadikan alasan bagi aparat penegak hukum untuk

tidak menggunakan UU ini dalam menangani kasus

dan  ketidakseriusan

kekerasan seksual, terutama di daerah pedesaan,
wilayah terpencil, dan wilayah konflik (Boang Manalu &
Wulandari 2023; Pertiwi 2023; Kompas 2023; Sinombor
2023). Padahal, tujuan dari UU TPKS adalah untuk
mencegah, merespons, dan memastikan pemulihan
bagi korban. Namun, tujuan ini sering tersamarkan
karena tidak diimplementasikannya kebijakan tersebut
dan adanya bias gender dalam pemahaman individu,
komunitas, dan berbagai institusi di masyarakat.

Stigma dan mitos terkait kekerasan seksual masih
banyak ditemui dalam penanganan kasus. Mitos bahwa
pemerkosaan adalah kejahatan langka dan dilakukan
oleh orang yang tidak dikenal sering kali menghalangi
pengakuan dan penanganan kasus yang dilakukan oleh
orang yang dikenal atau dalam hubungan romantis
(Masson 2023). Terdapat juga ketidakpercayaan
terhadap laporan kekerasan seksual bila korban bukan
perempuan dan berbagai situasi yang tidak sesuai
dengan mitos pelaku serta korban kekerasan.

Mitos  bahwa  korban  kekerasan  seksual
“mengundang” kekerasan karena cara berpakaian
dan perilakunya juga masih sering memengaruhi
proses penanganan kasus. Padahal, kekerasan seksual
selalu melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan
berhubungan dengan identitas kompleks dan pola
kekuasaan yang bervariasi (Crenshaw 1989; Ross 2017).
Korban kekerasan seksual adalah kelompok yang rentan,
termasuk laki-laki feminin, perempuan maskulin, orang
tua, orang dengan disabilitas, dan berbagai identitas
kompleks lainnya. Para sarjana feminis percaya bahwa
relasi kekuasaan adalah hal yang perlu dicermati
secara saksama untuk menunjukkan bahwa kekerasan
seksual adalah persoalan struktural daripada individual

(MacKinnon 1979; Superson 1993).

Hal ini menunjukkan bahwa penghapusan kekerasan
merupakan kerja panjang dan kompleks.
Kebijakan anti kekerasan seksual adalah salah satu
tahapannya. aspek seperti pemahaman
masyarakat, implementasi kebijakan,
perspektif gender, dan tantangan dalam sistem hukum
perlu dikritisi serta diintervensi secara sinergis untuk
mewujudkan hak bebas dari kekerasan seksual.

seksual

Namun,
dominan di

JP 117 bertujuan menghadirkan diskursus
transdisipliner dalam memeriksa wacana dan praksis

penghapusan kekerasan seksual di Indonesia. Meskipun
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sudah ada kebijakan publik yang mengatur masalah
kekerasan seksual, masih banyak tantangan dalam
implementasinya. JP edisi ini hendak merefleksikan
upaya penghapusan kekerasan seksual dari perspektif
feminisme, khususnya dalam konteks dua tahun
disahkannya UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Sejumlah tulisan dalam JP 117 antara lain:

1. “Kami Butuh Dukungan Melampaui Kebijakan":
Tantangan Pelayanan Terpadu Kekerasan Seksual di
Provinsi Kalimantan Barat dan Sulawesi Tengah oleh
Andi Misbahul Pratiwi et al. Artikel ini mengelaborasi
tantangan yang dihadapi dalam memberikan
pelayanan terpadu bagi korban kekerasan seksual
di daerah-daerah tersebut serta perlunya dukungan
yang melampaui kebijakan formal.

2. Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik: Permasalahan
dan Respons terhadap Kasus oleh Antik Bintari.
Tulisan ini membahas tentang kekerasan seksual
yang terjadi di dunia maya, berbagai tantangan
yang dihadapi korban, serta respons yang diberikan
oleh masyarakat dan penegak hukum.

3. Dinding Rapuh Pelindungan Korban Kekerasan
Seksual Berbasis Digital oleh Lidwina Inge Nurtjahyo.
Artikel ini mengupas tentang perlindungan hukum
yang masih lemah bagi korban kekerasan seksual di
ranah digital dan perlunya penguatan regulasi serta
dukungan bagi korban.

4. Menantang Dominasi Hukum Patriarki: Pengalaman
dan Refleksi Aktivis Perempuan dalam Mengadvokasi

Implementasi UU TPKS oleh Desintha Dwi Asriani
dan Defirentia One Muharomah. Artikel ini berbagi
pengalaman dan refleksi dari para aktivis perempuan
yang berjuang mengadvokasi implementasi UU
TPKS di Indonesia serta tantangan yang mereka
hadapi.

5. Membangun “Ruang Aman”: Perempuan Adat dan
Kekerasan Seksual di Masyarakat Adat oleh Melya
Findi Astuti et al. mengeksplorasi
bagaimana perempuan adat menghadapi kekerasan

Tulisan ini

seksual di komunitas mereka dan upaya yang
dilakukan untuk memberikan keadilan bagi korban.

6. Kebutuhan Kerja Kolektif dalam Menangani Kasus
Kekerasan Seksual di Universitas Indonesia oleh
Retno Daru G. S. Putri. Artikel ini menyoroti
pentingnya kerja kolektif dalam menangani kasus
kekerasan seksual di lingkungan universitas serta
langkah-langkah yang diambil untuk menciptakan
lingkungan yang lebih aman dan suportif bagi
korban.

Dengan tulisan-tulisan tersebut, JP 117 berusaha
untuk memberikan kontribusi berarti dalam upaya
penghapusan kekerasan seksual dan mempromosikan
keadilan gender di Indonesia. Semoga edisi ini dapat
menjadi sumber inspirasi dan panduan bagi para
pembaca dalam memahami dan menangani isu
kekerasan seksual dengan lebih efektif dan empatik
(Abby Gina Boang Manalu).
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Andi Misbahul Pratiwi’, Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah?,
Lia Anggiasih?, Junito Drias*, & Ayu Siantoro®
University of Leeds', Sekolah Kajian Stratejik dan Global,
Universitas Indonesia?, & Wahana Visi Indonesia*>

“Kami Butuh Dukungan Melampaui Kebijakan”: Tantangan
Pelayanan Terpadu Kekerasan Seksual di Provinsi
Kalimantan Barat dan Sulawesi Tengah

“We Need More Beyond the Policies”: The Challenges of Integrated
Services for Sexual Violence in West Kalimantan and Central
Sulawesi Provinces

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan, Vol. 29 No. 1, 2024, him. 1-16, 3 tabel, 38 daftar
pustaka

The Law on Sexual Violence Crimes (Indonesian: Undang-Undang
Tindak Pidana Kekerasan Seksual, abbreviated as UU TPKS) brings hope
amid the continuously rising rates of sexual violence in Indonesia. The
UU TPKS guarantees legal certainty for victims, victims’ families, and
witnesses, ensuring they receive care facilities, protection, and recovery.
The UU TPKS mandates that both the central and local governments
provide integrated services for handling, protecting, and recovering
from sexual violence cases. These integrated services are crucial for
eradicating sexual violence and preventing its recurrence in the future.
This article is part of research conducted by Wahana Visi Indonesia and
the Gender Research Center of the University of Indonesia in 2023. The
research aimed to map the readiness of local governments in West
Kalimantan and Central Sulawesi Provinces to implement the UU TPKS.
The study was conducted in seven regencies/cities: Kubu Raya Regency,
Bengkayang Regency, Landak Regency, Palu City, Donggala Regency,
Parimo Regency, and Sigi Regency. The research found that local
policies support the implementation of the UU TPKS. However, there are
still various challenges in realising integrated services for victims. These
challenges include a lack of commitment to ensuring the availability of
budgets, human resources, and effective working mechanisms in each
institution. Ultimately, these challenges hinder sexual violence victims
from accessing the justice envisioned in the UU TPKS.

Keywords: local policies, sexual violence, implementation of sexual
violence crime law, integrated services

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang diundangkan pada 9 Mei 2022
menjadi harapan di tengah terus meningkatnya angka kekerasan
seksual di Indonesia. UU TPKS memberikan jaminan atas penanganan,
pelindungan, dan pemulihan bagi korban, keluarga korban, dan saksi.
UU TPKS memberikan mandat tidak hanya kepada pemerintah pusat,
tetapi juga pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pelayanan
terpadu penanganan, pelindungan, dan pemulihan kekerasan
seksual. Pelayanan terpadu merupakan salah satu upaya kunci dalam
pemberantasan TPKS dan mencegah keberulangan kasus di masa
depan. Artikel ini merupakan sebagian dari hasil penelitian Wahana
Visi Indonesia (WVI) dan Pusat Riset Gender Universitas Indonesia di
tahun 2023 untuk memetakan kesiapan pemerintah daerah dalam
implementasi UU TPKS di Provinsi Kalimantan Barat dan Sulawesi
Tengah. Penelitian ini dilakukan di 7 Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten
Kubu Raya, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kota Palu,
Kabupaten Donggala, Kabupaten Parimo, dan Kabupaten Sigi.
Penelitian ini menemukan bahwa telah tersedia kebijakan daerah yang
menjadi modalitas dalam mendukung implementasi UU TPKS. Namun
di sisi lain, masih terdapat berbagai tantangan yang dialami dalam
mewujudkan pelayanan terpadu bagi korban. Tantangan tersebut

berakar pada minimnya komitmen memastikan ketersediaan anggaran,
Sumber Daya Manusia (SDM), dan mekanisme kerja di masing-masing
institusi. Pada akhirnya menghambat korban kekerasan seksual untuk
mengakses keadilan yang dicita-citakan dalam UU TPKS.

Kata kunci: kebijakan daerah, kekerasan seksual, implementasi UU
TPKS, pelayanan terpadu

Antik Bintari
Fakultas llmu Sosial dan limu Politik, Universitas Padjadjaran

Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik:
Permasalahan dan Respons terhadap Kasus

Cyber Sexual Harassment: Issues and Response to Case

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan, Vol. 29 No. 1, 2024, him. 17-29, 1 tabel, 65 daftar
pustaka

Cyber sexual harassment is a common and dangerous form of
aggression perpetrated against women, yet little attention has been
paid to attitudes related to sexual violence in cyberspace. The increase
in violence against women, including sexual violence in cyberspace, has
become a global concern; this increase is in line with the development
of social media in Indonesia. There is new hope since the enactment of
Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence
(UU TPKS), which is expected to provide guarantees of prevention,
protection, access to justice and recovery, as well as comprehensive
fulfillment of victims’ rights which have never been obtained until now.
Itis hoped that this policy will also serve as a legal framework to address
cybersexual violence. However, after almost two years of having passed
the TPKS Law, this regulation’s implementation still faces challenges. It
is not yet optimal in handling cyber sexual violence, which tends to be
considered an act of sexual violence with new methods and means in
line with current technological developments. This article discusses the
current phenomenon of cyber sexual harassment and further explores
the response of the Indonesian state/government to this phenomenon,
along with its opportunities and challenges.

Keywords: sexual harassment, cyber sexual harassment, Sexual Violence
Crime Law

Kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) merupakan bentuk agresi
yang lazim dan berbahaya yang dilakukan terhadap perempuan,
namun hanya sedikit perhatian yang diberikan terhadap sikap-sikap
yang berkaitan dengan kekerasan seksual di dunia maya. Peningkatan
kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan seksual di dunia
maya, telah menjadi perhatian dunia, peningkatan ini sejalan dengan
perkembangan media sosial di Indonesia. Terdapat harapan baru
semenjak lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang
Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang diharapkan dapat
memberikan jaminan pencegahan, pelindungan, akses keadilan, dan
pemulihan, serta pemenuhan hak-hak korban secara komprehensif
yang selama ini tidak pernah didapatkan. Hal ini tentu diharapkan
menjadi angin segar bagi penegakan hukum terhadap segala bentuk
kekerasan seksual termasuk kekerasan seksual berbasis elektronik.
Namun demikian, setelah hampir dua tahun memiliki UU TPKS disahkan,
implementasi regulasi tersebut masih menghadapi tantangan dan
belum optimal dalam penanganan kekerasan seksual siber yang
cenderung dianggap tindak kekerasan seksual dengan metode dan
cara baru seiring dengan perkembangan teknologi saat ini. Tulisan ini
membahas bagaimana fenomena kekerasan seksual berbasis elektronik
saat ini dan selanjutnya menggali lebih lanjut respons pemerintah
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Indonesia terhadap fenomena kasus tersebut beserta peluang dan
tantangannya.

Kata kunci: kekerasan seksual, kekerasan seksual berbasis elektronik,
UUTPKS
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The Fragile Walls of Digital Sexual Violence Victims’ Protection
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Despite Indonesia has enacted the Anti-Sexual Violence Law, cases of
sexual violence on social media platforms continue to occur and are
not easy to resolve. There are problems in implementing regulations
in the digital space: criminalization of the victim, regulations that do
not accommodate women’s experiences, and the issue of evidence.
This article discusses digital sexual violence cases, focus on the non-
consensual sharing of intimate content and trespassing of private
spaces. How regulations are still unable to provide a safe space in the
digital sphere. This article is based on literature research including
analysis of regulations, court verdict, and some news about sexual
violence in digital sphere. The author uses a feminist legal studies
perspective in the analysis.

Keywords: digital sexual violence, personal data protection, trespassing
boundaries between private and public space

Sungguhpun sudah ada Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan
Seksual, tetapi kasus kekerasan seksual berbasis digital di media
sosial terus terjadi dan tidak mudah untuk diselesaikan. Terdapat
permasalahan penerapan peraturan di ruang digital: kriminalisasi
terhadap korban, peraturan yang tidak mengakomodasi pengalaman
perempuan, dan alat bukti. Artikel ini membahas kasus-kasus kekerasan
seksual di ruang digital, dengan fokus pada pembagian konten intim
tanpa persetujuan dan penerobosan ruang privat. Bagaimana regulasi
masih belum mampu memberikan ruang aman di ranah digital.
Data didasarkan pada kajian literatur mencakup analisis peraturan
perundangan, putusan hakim yang relevan, dan sejumlah berita
mengenai kekerasan seksual di ruang digital. Penulis menggunakan
perspektif kajian hukum feminis dalam analisisnya.

Kata kunci: kekerasan seksual digital, perlindungan data pribadi,
pelanggaran batas antara ruang privat dan ruang publik
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Challenging The Domination of Patriarchal Law:
Experiences and Reflection of Women Activist in Advocating
the Implementation of Anti Sexual Violence Law
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This article describes the experiences and reflections of women
activists in facing the challenges of advocating for the issue of sexual

violence and the implementation of Anti Sexual Violence Law (UU TPKS)
at the community level. A qualitative research method with a feminist
perspective was deployed and thus data collection was conducted
through interviews with women activists from different regions
such as Aceh, Flores, Banjarmasin, Semarang and Yogyakarta. This
study develops the perspectives of sociology of law and feminism to
understand the extent to which internal and external aspects influence
the implementation of the TPKS Law in the community including
gender issues in it. The study results show that the implementation of
UU TPKS needs to be seen as a complex and non-linear process due to
the challenges of legal plurality reflected by the diversity of customary/
local laws in a number of communities in Indonesia. Thus, special efforts
are needed that not only focus on the provision of legal products, but
also on how the legal products, such as UU TPKS, could be seen as
inputs that have targets on the transformation of legal culture to the
community level.

Keywords: sexual violence crime law, women activists, sexual violence,
legal plurality

Artikel ini mendokumentasikan pengalaman dan refleksi para
aktivis perempuan dalam menghadapi tantangan mengadvokasi isu
kekerasan seksual dan implementasi Undang-Undang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual (UU TPKS) di level komunitas. Metode penelitian
kualitatif berperspektif feminis digunakan untuk mengumpulkan
data melalui wawancara dengan aktivis perempuan yang berasal dari
daerah yang berbeda seperti Aceh, Flores, Banjarmasin, Semarang, dan
Yogyakarta. Studi ini mengembangkan perspektif sosiologi hukum dan
feminisme untuk memahami sejauh mana aspek internal dan eksternal
berpengaruh terhadap implementasi UU TPKS di komunitas termasuk
isu gender. Hasil studi menunjukkan bahwa implementasi UU TPKS perlu
dilihat sebagai proses yang kompleks dan tidak linier karena tantangan
pluralitas hukum yang terefleksikan dalam keragaman hukum adat/
lokal di sejumlah komunitas di Indonesia. Diperlukan upaya khusus
yang tidak hanya berfokus pada penyediaan produk hukum, tetapi
juga pada seberapa besar produk hukum, seperti UU TPKS dapat dilihat
sebagai input yang memiliki target pada transformasi budaya hukum
hingga di level komunitas.

Kata kunci: UU TPKS, aktivis perempuan, kekerasan seksual, pluralitas
hukum
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Sexual violence in indigenous communities occurs because of the
social structure, namely the existence of layers that have different levels
and authority in indigenous communities. This condition causes certain
groups to feel entitled to commit violence against other groups. Apart
from that, unequal power relations are one of the roots of problems
in indigenous communities, which means that victims do not have
the power to fight back and defend themselves. Women, children, and
people with disabilities are groups that often experience violence, this
is because there is no space in traditional communities that provides a
sense of security and justice for them. This journal reviews the need to
know the forms of violence in traditional communities so that we can
then answer the challenges of solving the problem of sexual violence
in traditional communities. Through research using ethnographic
methods for 3 months, it was concluded that safe spaces can be a



solution in overcoming sexual violence in indigenous communities
through participation in four stages, namely: participation in
decision making in the community including development planning,
participation in prevention and recovery programs, participation in
the education of traditional leaders , village, and key opinion leader
(KOL), KOL as well as the participation of indigenous communities in
the program evaluation.

Keywords: indigenous women, indigenous community, sexual violence,
safe place, social protection, indigenous law

Kekerasan seksual di masyarakat adat terjadi karena tatanan sosial
yaitu adanya lapisan-lapisan yang menunjukkan tingkat kewenangan
yang berbeda di komunitas adat. Kondisi ini melatari kelompok
tertentu merasa berhak untuk melakukan kekerasan terhadap
kelompok lainnya. Adanya ketimpangan relasi kuasa menjadi salah
satu akar masalah di masyarakat adat, yang menyebabkan korban
tidak berdaya untuk melawan dan membela diri. Perempuan, anak,
dan disabilitas merupakan kelompok yang sering kali mengalami
kekerasan. Hal ini karena tidak adanya ruang dalam komunitas adat
yang memberikan rasa aman dan keadilan bagi mereka. Artikel ini
mengulas bentuk-bentuk kekerasan di komunitas adat dan berbagai
tantangan dalam mencari solusi atas persoalan kekerasan seksual di
komunitas adat. Melalui penelitian dengan metode etnografi selama
3 bulan, disimpulkan bahwa Ruang Aman dapat menjadi solusi dalam
mengatasi kekerasan seksual di masyarakat adat melalui partisipasi
empat tahapan yaitu: partisipasi dalam proses pengambilan keputusan
di level komunitas termasuk perencanaan pembangunan; partisipasi
dalam program pencegahan kekerasan dan pemulihan; partisipasi
dalam mengedukasi pemimpin adat/desa/opini tetua adat (KOL), serta
partisipasi komunitas adat dalam mengevaluasi program.

Kata kunci: perempuan adat, masyarakat adat, kekerasan seksual, ruang
aman, perlindungan sosial, hukum adat
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pustaka

Kondisi darurat kekerasan seksual di institusi Pendidikan, utamanya
perguruan tinggi, memicu dicetuskannya Peraturan Menteri Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 30 Tahun 2021 tentang
Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Permendikbudristek
PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Dalam implementasinya,
pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
Seksual (Satgas PPKS) menjadi kewajiban setiap perguruan tinggi
di Indonesia. Universitas Indonesia memiliki tiga organisasi yang
memperjuangkan keadilan bagi korban kekerasan seksual dengan
menerima pelaporan serta memberikan pendampingan dan
pelindungan; Satgas PPKS Ul, Komite PPKS FISIP Ul, dan HopeHelps
Ul. Dalam kerja-kerja mereka, dukungan dari universitas menjadi
penentu keberhasilan maupun bertambahnya hambatan melawan
kekerasan seksual di dalam kampus. Pengalaman ketiga organisasi
tersebut dianalisis pada tulisan ini melalui tiga strategi Levine (2018)
dalam melibatkan organisasi melalui kacamata objektivitas milik
Haraway (1988). Temuan pada tulisan ini menunjukkan adanya
dampak dari budaya dan pola pikir patriarki di Universitas Indonesia
masih meminggirkan upaya implementasi strategi-strategi dalam
memperjuangkan keadilan bagi korban kekerasan seksual.

Kata kunci: organisasi penanganan kekerasan seksual, kekerasan seksual
di perguruan tinggi, strategi kerja kolektif, pengetahuan tersituasi

The emergency situation of sexual violence in educational institutions,
especially universities, triggered the issuance of Regulation of
the Minister of Education, Culture, Research and Technology
Number 30 of 2021 on Prevention and Handling of Sexual Violence
(Permendikbudristek PPKS). In its implementation, the formation of a
Task Force for the Prevention and Handling of Sexual Violence (Satuan
Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual - Satgas
PPKS) is an obligation for every university in Indonesia. Universitas
Indonesia has three organizations that fight for justice for victims of
sexual violence by accepting reports and providing assistance and
protection: Satgas PPKS Ul (PPKS Ul Task Force), Komite PPKS FISIP Ul
(PPKS FISIP Ul Committee), and HopeHelps UL. In their work, support
from the university is a determinant of success or increasing barriers
to combating sexual violence on campus. The experiences of these
three organizations are analyzed in this article through Levine’s (2018)
three strategies for engaging organizations through Haraway'’s (1988)
lens of objectivity. The findings in this paper show that the impact
of the patriarchal culture and mindset at Universitas Indonesia still
marginalizes efforts to implement strategies in fighting for justice for
victims of sexual violence.

Keywords: anti-sexual violence organization, sexual violence in higher
education, collective work strategies, situated knowledge
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